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ABSTRAK 

Abstrak: Pengentasan kemiskinan perdesaan di Indonesia menjadi tantangan, 

terutama disparitas kemiskinan desa dan kota. Keterbatasan akses terhadap 

infrastruktur, layanan dasar, dan peluang ekonomi. Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) hadir sebagai solusi strategis mendorong pembangunan desa. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis BUMDes dalam 

pengentasan kemiskinan di perdesaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data semua BUMDes dan 

Desa di Indonesia. Pengumpulan data sekunder dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), laporan tahunan BUMDes, dan literatur akademik. Analisis data 

menggunakan deskriptif dan analisis tren. Analisis deskriptif dan analisis tren. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memberikan kontribusi 

tertinggi pada pendapatan rumah tangga mencapai 40 persen dan penciptaan 

lapangan kerja mencapai 25 persen. Berbagai tantangan dihadapi BUMDes 

dilapangan terutama pada aspek kelembagaan, manajerial, dan keterbatasan 

akses pasar. Pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan 

kompetensi manajerial dan optimalisasi teknologi digital mendukung akses 

pasar. 

Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, BUMDes, Ekonomi Lokal, 

Pemberdayaan, Infrastruktur. 

Abstract: Alleviating rural poverty in Indonesia is a challenge, especially the 
disparity in rural and urban poverty. Limited access to infrastructure, basic services 
and economic opportunities. Village-Owned Enterprises (VOE) exist as a strategic 
solution to encourage village development. This research aims to analyze the role of 
VOE strategies in alleviating poverty in rural Indonesia. This research uses 
quantitative and qualitative approaches. Data collection for all VOE and Villages in 
Indonesia. Secondary data collection from the Central Statistics Agency (BPS), VOE 
annual reports, and academic literature. Data analysis uses descriptive and trend 
analysis. Descriptive analysis and trend analysis. The research results show that 
VOE provide the highest contribution to household income, reaching 40 percent and 
job creation reaching 25 percent. There are various challenges faced by VOE in the 
field, especially in institutional, managerial aspects and limited market access. The 
importance of strengthening institutional capacity, increasing managerial 
competence and optimizing digital technology to support market access. 
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A. LATAR BELAKANG 
Kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia masih menjadi salah satu 

tantangan utama pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 
(BPS) terkini, tingkat kemiskinan di desa mencapai 12,36 persen tahun 2023, 
lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan mencapai 6,56 persen. 
Perdesaan menjadi pusat konsentrasi penduduk miskin, dengan keterbatasan 
akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan peluang ekonomi. Ketergantungan 
masyarakat desa pada sektor agraris yang rentan terhadap fluktuasi harga dan 
iklim (BPS, 2023). 

Pendekatan strategis mengurangi kemiskinan di perdesaan melalui 
pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Ekonomi berbasis komunitas 
menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, 
melaksanakan, dan mengelola kegiatan ekonomi. Pendekatan ini memberikan 
solusi atas masalah kemiskinan, tetapi memberdayakan masyarakat desa memiliki 
kendali sumber daya. (Retnowati et al., 2022; Syaifudin & Ma’ruf, 2022). Usaha 
berbasis komunitas mendorong terciptanya lapangan kerja lokal dan 
meningkatkan pendapatan rumah tangga dalam mengurangi ketergantungan 
terhadap bantuan eksternal 

BUMDes merupakan salah satu inovasi kebijakan bertujuan memperkuat 
ekonomi berbasis komunitas. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
desa, Pasal 87 ayat 1 menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. 
BUMDes dirancang sebagai entitas ekonomi dimiliki dan dikelola desa, tujuan 
utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan 
sumber daya lokal secara optimal. BUMDes memiliki fleksibilitas 
mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai potensi dan kebutuhan lokal, 
pengelolaan hasil bumi, jasa pariwisata, penyediaan kebutuhan dasar Masyarakat 
(2015, 2013; Hasbi et al., 2023; Syarifudin & Astuti, 2020). 

Potensi BUMDes dalam pengentasan kemiskinan menghadapi berbagai 
tantangan. Salah satu masalah utama tata kelola sering kali belum optimal, 
termasuk rendahnya kapasitas manajerial pengelola BUMDes. Keterbatasan 
akses terhadap pasar lebih luas dukungan modal memadai menjadi kendala 
utama memastikan keberlanjutan usaha BUMDes. (World Bank, 2023), 
(Mahmuda et al., 2020), (Sofianto & Risandewi, 2021), (Ibrahim, 2023). Kendala 
menunjukkan intervensi kebijakan lebih terarah mengoptimalkan peran BUMDes 
menggerakkan ekonomi desa 

Penguatan BUMDes relevan mengingat tingginya kontribusi desa terhadap 
perekonomian nasional. Desa tidak hanya menjadi penghasil utama produk 
agraris, tetapi memiliki potensi besar sektor pariwisata dan kerajinan. 
Pengelolaan BUMDes menjadi motor penggerak memaksimalkan potensi 
sekaligus menciptakan ekonomi desa berkelanjutan (Hidayat et al., 2023; Ibrahim 
& Sutarna, 2018; Muslim et al., 2023). Penguatan melalui pelatihan manajemen, 
peningkatan akses pendanaan, serta pengembangan jaringan kemitraan bersama 
pihak swasta. 

Keberhasilan BUMDes menekan angka kemiskinan bergantung dukungan 
kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa. 
Kolaborasi diperlukan menciptakan lingkungan kondusif pengembangan usaha 
BUMDes, sebagai penyediaan regulasi mendukung, infrastruktur memadai, serta 
pendampingan berkelanjutan. (Dewi, 2018; Ibrahim, 2018; Salim, 2022; UNDP, 
2022). Tanpa sinergi potensi besar BUMDes mengentaskan kemiskinan berisiko 
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tidak dapat terealisasi secara optimal 
Kompleksitas permasalahan kemiskinan di perdesaan dan potensi strategis 

BUMDes, diperlukan penelitian komprehensif untuk mengkaji peran 
BUMDes. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran 
strategis BUMDes dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan Indonesia. 

 
B. METODE PELAKSANAAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan di semua BUMDes dan Desa di Indonesia. Data dalam 
penelitian dari data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS), laporan tahunan 
BUMDes, dan literatur akademik. Analisis data menggunakan deskriptif dan 
analisis tren. Analisis deskriptif dari analisis literatur untuk mengevaluasi 
keberlanjutan dan dampak program BUMDes dan analisis tren untuk 
mengidentifikasi tren dan pola kemiskinan. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan utama pada 
perdesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019 hingga 2024, terdapat 
fluktuasi signifikan persentase penduduk miskin di berbagai provinsi (Gambar 1). 
Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Barat secara konsisten 
mencatat tingkat kemiskinan tinggi dibandingkan provinsi lain. 

Tingkat kemiskinan provinsi Aceh dan Lampung menunjukkan penurunan 
beberapa tahun, tetapi mengalami lonjakan tahun tertentu. Provinsi Aceh angka 
kemiskinan sebesar 28,62 persen tahun 2020 menurun tahun 2023 mencapai 6,24 
persen, namun meningkat tajam kembali tahun 2024 mencapai 25,55 persen. 
Begitu juga Provinsi Lampung mengalami fluktuasi tahun 2019 mencapai 26,39 
persen dan tahun 2023 mencapai 29,24 persen sebelum turun tahan 2024 
mencapai 16,83 persen. 

Provinsi dengan akses terbatas terhadap infrastruktur, pendidikan, dan 
pelayanan kesehatan cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Provinsi 
Papua Selatan dan NTT memiliki tantangan geografis dan struktural upaya 
pengentasan kemiskinan. Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kemiskinan 
relatif lebih rendah, tetapi tetap menghadapi fluktuasi kenaikan tahun 2019 
mencapai 19,23 persen menjadi tahun 2023 mencapai 28,99 persen sebelum 
kembali menurun. 

 

Gambar 1. Kemiskinan di Indonesia, 2024 
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Pernyataan ini didukung penelitian (Agustina & Yahya, 2022; Andari & Ella, 
2019; Saifuloh & Nursini, 2022) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan 
perdesaan sangat dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor agraris rentan 
terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas. Pentingnya diversifikasi 
ekonomi di wilayah perdesaan untuk mengurangi risiko terkait dengan 
ketergantungan sektor Tunggal. Provinsi dengan dominasi sektor agraris 
cenderung menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dalam tingkat kemiskinan 
(Badan Pusat Statistik, 2019). 

Penelitian diatas didukung World Bank (“The World Bank Annual Report 2020,” 
2020) menyoroti pentingnya program-program pemberdayaan masyarakat desa 
melalui BUMDes dalam menciptakan peluang ekonomi baru. Efektivitas program 
masih menghadapi tantangan keterbatasan kapasitas manajemen dan dukungan 
infrastruktur tidak merata. Meskipun ada kemajuan di beberapa provinsi Bali dan 
Jawa Tengah, keberlanjutan program belum sepenuhnya mampu menekan tingkat 
kemiskinan sepenuhnya (Ali et al., 2019; Girlin, 2022). 
Peran BUMDes dalam Penanggulangan Kemiskinan 

BUMDes memiliki kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan melalui lima 
dimensi utama: peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, 
akses terhadap layanan dasar, pengembangan infrastruktur desa, serta 
pemberdayaan dan kapasitas masyarakat. Analisis mendalam terhadap tiap 
dimensi menunjukkan bagaimana BUMDes menjadi instrumen strategis 
pembangunan ekonomi perdesaan. Dimensi peran BUMDes dalam 
penanggualangan kemiskinan pada Tabel 1 berikut. 

 
Sumber: Pengolahan data sekunder, 2024 
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Gambar 2. Peran BUMDes dalam penanggulangan kemiskinan 

Kontribusi terbesar BUMDes pada peningkatan pendapatan rumah 
tangga mencapai 40 persen dampaknya berasal pengelolaan potensi lokal melalui 
UMKM (Tabel 1 dan Gambar 1). BUMDes memanfaatkan sektor unggulan melalui 
agribisnis, pariwisata desa, dan kerajinan lokal menciptakan nilai tambah. 

Implementasi pada BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Klaten, Jawa 
Tengah, sukses mengelola sektor pariwisata berbasis air. Melalui pengembangan 
destinasi wisata Umbul Ponggok, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan 
masyarakat hingga tiga kali lipat dalam kurun waktu lima tahun. Diversifikasi usaha 
ke sektor pengolahan hasil tani turut memberikan nilai tambah pada produk local 
lebih kompetitif di pasar global. 

Penelitian terbaru dari (Ratnasari et al., 2023; Setyorini et al., 2023) 
menunjukkan bahwa desa dengan BUMDes aktif dapat meningkatkan pendapatan 
rumah tangga hingga 35 persen terutama melalui keterlibatan langsung 
masyarakat dalam kegiatan produksi. Tantangan mencakup rendahnya 
diversifikasi usaha dan kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran digital. 
Digitalisasi ekonomi desa masih menjadi kendala besar karena keterbatasan akses 
infrastruktur teknologi di perdesaan (Fittria et al., 2022; Lailiyah, 2022). 

Konstribusi BUMDes Sebesar 25 persen terhadap pengentasan kemiskinan 
berasal dari penciptaan lapangan kerja. BUMDes membuka peluang kerja sektor 
lokal. Pelatihan keterampilan kerja disediakan BUMDes meningkatkan 
keterampilan teknis masyarakat desa melalui manajemen rantai pasok agrikultur 
dan kepariwisataan. BUMDes Mitra Sejahtera di Desa Gunung Masigit, Kabupaten 
Purwakarta, menunjukkan bahwa pengelolaan usaha peternakan sapi dan 
pengolahan susu telah membuka peluang kerja baru bagi lebih dari 150 orang. 
Pelatihan keterampilan kerja diselenggarakan BUMDes meningkatkan kemampuan 
teknis masyarakat. 

Menurut laporan dari (The, 2023) menyebutkan bajwa desa memiliki program 
pemberdayaan ekonomi berbasis BUMDes mengalami penurunan tingkat 
pengangguran hingga 15% lima tahun terakhir. Namun, permasalahan terkait 
keberlanjutan lapangan kerja muncul ketika BUMDes memiliki model bisnis 
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fleksibel menghadapi fluktuasi pasar. Usaha berbasis pariwisata desa sangat 
rentan terhadap penurunan pengunjung akibat faktor eksternal terutama pandemi 
Covid 19 dan perubahan kunjungan wisatawan (Annas & Saprudin, 2023; Hafizhah 
et al., 2022). 

Berbeda dengan layanan dasar memiliki konstribusi sebesar 15 persen. 
Diarahkan pada peningkatan akses terhadap layanan dasar terutama bidang 
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. BUMDes menggunakan 
pendapatan usaha untuk mendukung program Corporate Social Responsibility 
(CSR) terutama pembangunan perpustakaan desa dan klinik kesehatan. 

BUMDes Gemah Ripah di Desa Mangunan, Bantul, Yogyakarta, mengalokasikan 
sebagian keuntungan usaha untuk mendirikan fasilitas perpustakaan desa dan 
menyelenggarakan program literasi bagi anak sekolah. Langkah ini meningkatkan 
kualitas pendidikan di desa, menciptakan generasi muda terdidik dan siap 
menghadapi tantangan masa depan. 

Penelitian oleh (Wijayanti et al., 2022) menyebutkan bahwa akses terhadap 
layanan kesehatan desa dikelola BUMDes dapat meningkat hingga 20 persen lebih 
cepat dibandingkan desa tanpa BUMDes aktif. Kendala utama dimensi ini adalah 
kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BUMDes, sehingga 
pengelolaan anggaran untuk program layanan dasar sering kali tidak optimal. 
Laporan dari (Kemendesa PDTT, 2020) menekankan perlunya sinergi kuat antara 
kebijakan lokal dan inisiatif BUMDes. 

Konstribusi BUMdes mencapai 10 persen bidang Pengembangan Infrastruktur 
Desa dan pemberdayaan kapasitas Masyarakat. Pengembangan infrastruktur 
diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk jalan 
desa, saluran air bersih, dan fasilitas umum. Pada sektor pemberdayaan 
Masyarakat diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat mencakup 
pelatihan kewirausahaan, peningkatan literasi digital dan pendidikan berbasis 
komunitas. 

Kontribusi bidang pengembangan infrastruktur ditemukan pada BUMDes 
Bersinar di Desa Banjaranyar, Jawa Timur, menggunakan pendapatan usaha 
memperbaiki jalan desa sebelumnya sulit dilalui. Infrastruktur baik, mobilitas 
masyarakat dan akses pasar bagi produk lokal meningkat akhirnya memperkuat 
perekonomian lokal. Konstribusi bidang pemberdayaan ditenukan pada BUMDes 
Sido Maju di Desa Panggungharjo, Yogyakarta, berhasil menciptakan program 
pendidikan kewirausahaan melibatkan 200 peserta. Program mendirikan usaha 
kecil mandiri berkelanjutan secara langsung berdampak kemandirian ekonomi 
keluarga. 

Rendahnya kontribusi BUMDes menunjukkan perlu peningkatan fokus dan 
kapasitas BUMDes mengelola proyek infrastruktur skala besar. Hambatan lainnya 
adalah alokasi dana terbatas dan ketergantungan Dana Desa, sering kali tidak 
mencukupi kebutuhan pembangunan mendesak (Mahamurah et al., 2019), 
(Falikhatun et al., 2019). 

Pernyataan ini didukung penelitian oleh (Shifa & Ilyas, 2021) menunjukkan 
bahwa pemberdayaan berbasis BUMDes mampu meningkatkan indeks 
kemandirian masyarakat hingga 15 persen. Laporan (OECD, 2023) menjelaskan 
bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung keberlanjutan 
pelatihan dan pendampingan. Program terhenti karena keterbatasan dana dan 
minimnya tenaga ahli lokal melanjutkan inisiatif tersebut. 
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Tantangan dan Hambatan BUMDes 
BUMDes terbukti memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan 

dan pengembangan ekonomi lokal, tantangan menjadi kendala. Tantangan utama 
BUMDes pada aspek kelembagaan, manajemen, dan akses pasar. Aspek ini menjadi 
kunci keberlanjutan keberhasilan BUMDes mendukung ekonomi lokal. 

Aspek kelembagaan menjadi tantangan terbesar bagi keberlanjutan BUMDes. 
Mengingat memiliki konstribusi mencapai 40 persen terhadap hambatan 
operasional. Banyak BUMDes menghadapi kelemahan struktur organisasi tidak 
jelas, mekanisme pengawasan minim dan regulasi internal terstandarisasi. 
Mengakibatkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana dan 
pengambilan keputusan. Berbeda pada aspek manajemen BUMDes mencapai 35 
persen dari hambatan utama. Banyak pengelola BUMDes memiliki latar belakang 
pendidikan atau pelatihan relevan pengelolaan usaha. Kemampuan pengelola 
dalam menyusun strategi pemasaran, manajemen keuangan, dan pengelolaan 
risiko terbatas 

Pada aspek pasar memperoleh kontribusi mencapai 25 persen. Banyak 
BUMDes kesulitan menjangkau pasar global.. Faktor utama keterbatasan 
minimnya jaringan distribusi, kurangnya promosi produk, dan rendahnya 
pemanfaatan teknologi digital Ketergantungan BUMDes pada sektor agraris 
membuat banyak BUMDes rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. 

Tantangan terbesar BUMDes terletak pada aspek manajemen adalah fungsi 
pengawasan, aspek SDM, aspek modal, aspek perubahan perilaku pasar, dan aspek 
lingkungan social (Devi et al., 2022), kelembagaan (RAHARJA, 2019; Tri Wahyuni & 
Ismail, 2021), pemasaran (Maesaroh et al., 2022), manajemen (Ariani Wulansari et 
al., 2021), (Ariani Wulansari et al., 2021) dan pemasaran (Danurwindo & 
Danurwindo, 2023; Hasanah et al., 2021). 
 
D. SIMPULAN DAN SARAN 

BUMDes memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan perdesaan 
melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, akses 
terhadap layanan dasar, pengembangan infrastruktur desa dan pemberdayaan dan 
kapasitas masyarakat. Peningkatan pendapatan rumah tangga memiliki 
konstribusi tertinggi mencapai 40 persen dan penciptaan lapangan kerja mencapai 
25 persen. BUMDes banyak membantu kondisi ekonomi masyarakat desa. 
Tantangan dihadapi BUMDes dilapangan terutama pada aspek kelembagaan, 
manajerial, dan keterbatasan akses pasar. Pentingnya penguatan tata kelola, 
peningkatan kapasitas pengelola, dan optimalisasi teknologi digital menjadi 
sorotan untuk mendukung keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari 
BUMDes. 

BUMDes dalam pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan, 
diperlukan langkah-langkah strategis berbasis pada penguatan kelembagaan, 
peningkatan kapasitas manajerial, optimalisasi teknologi digital dan 
pengembangan infrastruktur pendukung. Pentingnya penguatan tata kelola, 
peningkatan kapasitas pengelola, dan optimalisasi teknologi digital menjadi 
sorotan untuk mendukung keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari 
BUMDes. 
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